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PUTUSAN
Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Mna

axx Bl e B ) A
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Kabupaten Bengkulu selatan, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten
Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09

September 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor

224/Pdt.G/2019/PA.Mna, tanggal 11 September 2019 dengan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwah penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah
pada hari Sabtu tanggal 22-07-2006 dengan wali nikah Ayah kandung
pengugat, status perawan dengan perjaka dengan mas kawin berupa
Seperangkat alat sholat, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta
Nikah nomor :NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kota Manna 22-07-2006;

2. Bahwa sesaat setelah akad Nikah tergugat mengucapkan Sighat taklik
talak;
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3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga
di rumah orang tua tergugat sampai akhirnya berpisabh;

4. Bahwa setelah menikah Antara Pengugat dan Tergugat sudah bergaul
sebagai suami istri dan sudah mempunyai dua anak Anak pertama
Bernama ANAK I, Laki-laki berumur 12 Tahun,Anak kedua ANAK II Laki-
laki,berumur 9 Tahun;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis
kurang lebih selama 9 tahun, kemudian sejak akhir tahun 2014 sering
terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering
terjadi Antara Pengugat dan Tergugat di sebabkan karena;

- Tergugat . Tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Tergugat . Tidak memberi nafkah lahir dan bhatin;
- Tergugat . Terlilit hutang;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkara tersebut, Pengugat dan
Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak November 2014
Penggugat pulang kerumah orang tua penggugat, sedangkan tergugat,
pulang kerumah orang tua tergugat .selama berpisah antara penggugat
dan tergugat tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan
nafkah lahir dan batin;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan
tergugat;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak
mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan
jalan terbaiknya adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang
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berlaku;

SUBSIDER ;;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai
wakil / kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan
di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
hadir menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun
Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan
dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah

mengajukan alat bukti berupa :
A. Surat :
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 22 Juli 2006,

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Manna. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
B. Saksi:
1. SAKSI I, selaku tetangga Penggugat, yang menerangkan di bawah
sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah
adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di di rumah oramg tua Penggugat
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis, namun sejak 9 (Sembilan) tahun menikah tidak harmonis
lagi karena sering berselisih dan bertengkar akan tetapi Saksi tidak
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pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat
pernah bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya

- Bahwa menurut Penggugat Penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Ekonomi yang
belum mapan dan Tergugat banyak hutang kepada orang lain tanpa
sepengetahuan Penggugat ;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak
2014 hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 5
(lima) tahun, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah
berkumpul lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan atau
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil,

2. SAKSI II. selaku Kakak kandung Penggugat, yang menerangkan di
bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri
dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di di rumah oramg tua Penggugat

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis, namun setelah 9 tahun menikah tidak harmonis lagi
karena sering berselisih dan bertengkar

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung
perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan
tetapi Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang masalah
rumah tangganya

- Bahwa menurut Penggugat Penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak memberikah
nafkah kepada Penggugat dan Tergugat banyak hutang kepada
orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak
2014 hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 5
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(lima) tahun, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah
berkumpul lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan atau

mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah
bukti-buktinya lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta
mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut tidak dapat dilakukan
mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan, tetapi Majelis Hakim
dalam setiap persidangan tetap menasehati Penggugat agar tidak bercerai
dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah
melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan, dan
kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu
Penggugat  memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai
sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan
kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama,;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu
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berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, maka dengan demikian perkara a quo merupakan kewenangan
absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat
dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas,
maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan
pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan
ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
verstek sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan
perceraian (personal recht) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami
istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat
tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut,
Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P serta 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P, telah dilegalisir dan
telah dicocokan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah
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mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH
Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (dinazegelen) secukupnya
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun
1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan
terbukti antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum telah dan
masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 jis.
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga
atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami
istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis
Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing
bernama SAKSI I dan SAKSI Il ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di
persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga
kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg jo Pasal 76
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun
1991,

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai
pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang
disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat banyak hutang kepada
orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat adalah fakta yang tidak dilihat
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sendiri, namun demikian meskipun keterangan saksi-saksi tersebut tidak

secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya

mendengar dari cerita Penggugat atau pihak keluarga lain Penggugat,

Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut mempunyai nilai bukti

permulaan dan dapat dikonstruksikan dengan fakta-fakta lainnya sebagai alat

bukti persangkaan sebagaimana dimaksud Pasal 310 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun, adalah fakta yang dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 368 Rbg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat di persidangan
memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu
akibat hukum (Recht Gevoig) yang terlebih dahulu menerangkan adanya
sebab-sebab/alasan-alasan hukum (Vreem de Oozaak), dan saksi-saksi
tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat,
dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut
telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat
dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan kedua
orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan
Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat  dengan
Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat banyak hutang kepada
orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara
Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2014
sampai dengan sekarang atau selama lebih kurang kurang lebih 5 (lima)
tahun;

- Bahwa, Penggugat telah didamaikan oleh para saksi dan Majelis Hakim
telah menasehati Penggugat di persidangan agar tidak bercerai dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama
dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat
yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni
antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama kurang
lebih 5 (lima) tahun, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya
menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga,
ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha Majelis Hakim yang
mengupayakan agar Penggugat bisa kembali membina rumah tangganya
dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan
Tergugat, atau setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan
respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut
dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki
unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat
dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
tahun 1991;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat
dalam Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan
Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul
sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan
Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah
tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak
lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk
menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang
ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis
Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim
untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka perceraian antara
Penggugat dengan Tergugat dikategorikan talak ba'in shugraa, dengan
demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat dapat diputuskan dengan talak ba’in shughraa, sebagaimana

dimaksud Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat
dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain

yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepadaPenggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriyah. Oleh kami Rohmat, S.Ag.,M.H. sebagai
Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.l.,M.H. dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dansahari, S.H

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;
Ketua Majelis,
Rohmat, S.Ag.,M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Marlin Pradinata, S.H.l.,M.H. Rojudin, S.Ag.,M.Ag
Panitera Pengganti,

Dansahari, S.H

Perincian Biaya Perkara :
Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00
Biaya ATK Perkara :Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan : Rp 240.000,00
Biaya PNBP Panggilan : Rp  20.000.00
Biaya Redaksi :Rp 10.000,00
Biaya Materai :Rp.  6.000,00

Jumlah : Rp. 381.000,00
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